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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama
dalam berpartisipasi di berbagai bidang dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk di
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan
fungsi, serta kewenangan masing-masing;

bahwa untuk membantu Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam  menyusun  perencanaan  dan
penganggaran yang responsif gender, diperlukan suatu
pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia  tentang Pedoman Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 3682) sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu Il;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan
di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mulai dari penyusunan
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kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode Gender Analysis Pathway
berdasarkan data terpilah dan statistik gender.

2. Penganggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi
keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki
kemampuan beda (diffable) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi
dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta
kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil
pembangunan.

3. Responsif gender adalah komitmen untuk merealisasi terwujudnya kesetaraan
gender yang adil.

4. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

5. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedoman Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian memuat tentang:

a. tahapan perencanaan dan penganggaran;

b. metode yang digunakan; dan

C. penilaian

Pasal 4

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai acuan bagi perencana program di
setiap unit kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 5

Unit kerja yang tugas dan fungsinya menyusun perencanaan dan penganggaran di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan pedoman Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender

Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
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Pasal 7
Dalam menyusun penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan,
Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 481


http://www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Paradigma baru sistem perencanaan dan penganggaran ditandai dengan
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan penerapan Anggaran Responsif Gender
(ARG) dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan. Hal tersebut karena
meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik
yang mengharuskan pengelolaan pemerintahan yang ekonomis, efisien, efekiif,
transparan, akuntabel dan responsif. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil
bagi perempuan dan laki-laki, diterapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
ARG sebagai strategi dan alat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

Dalam Konstitusi Negara Pasal 28D ayat 2, UUD 1945, yang berbunyi “Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja”. Namun dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Fakta kesenjangan
gender terjadi di berbagai bidang pembangunan seperti rendahnya partisipasi
perempuan untuk bekerja dan berusaha, rendahnya akses perempuan terhadap
sumberdaya ekonomi, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah
tambahan, masih adanya persepsi perempuan tidak mampu memimpin dan lain
sebagainya. Kondisi ini menuntut penyelenggara negara berkewajiban untuk
mengeliminir diskriminasi, yang terjadi dalam kelompok masyarakat, khususnya
di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi
Presiden Nomor 9, Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional. Inpres tersebut mengamanatkan kepada pemerintah
dan pemerintah daerah untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender.
Penerapan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional harus
dipahami sebagai kerangka yang terintegrasi dalam mendorong, mengefektifkan,
serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender yang secara terpadu dan
terkoordinasi.

Adanya Inpres Nomor 9, Tahun 2000, pada dasarnya cukup mempunyai
pengaruh terhadap mekanisme pelembagaan PUG melalui penentuan kebijakan
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